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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/E/KPT/2019

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE IV

TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang

ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 1 April 2019 dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV
Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi
Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset

Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman

Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI
JURNAL ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019.

Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor
penerbitan yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah
menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.

Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku
akreditasi dengan menuliskan peringkat, tanggal penetapan dan
tanggal akhir masa berlaku akreditasi.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau
diturunkan.



KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembngan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 23/E/KPT/2019

TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

JURNAL

ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019

Peringkat | No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan
2 1 | Agriekonomika 24076260 | Jurusan Reakreditasi naik
Agribisnis, peringkat dari
Fakultas peringkat 3 ke 2
Pertanian, mulai Volume 8,
Universitas Nomor 1 Tahun
Trunojoyo Madura | 2019
2 | Agromet 2655660X | PERHIMPI Usulan baru
kolaborasi dengan | mulai Volume 31
Departemen Nomor 2 Tahun
Geofisika dan 2017
Meteorologi, IPB
3 | Al-Kauniyah: 25026720 | Fakultas Sains dan | Reakreditasi naik
Jurnal Biologi Teknologi peringkat dari
Universitas Islam peringkat 3 ke 2
Negeri Syarif mulai Volume 11
Hidayatullah Nomor 2 Tahun
Jakarta 2018
4 | Buletin Kebun 24601519 | Pusat Konservasi Reakreditasi
Raya (The Tumbuhan Kebun | tetap di peringkat
Botanic Garden Raya - LIPI 2 mulai Volume
Bulletin) 22 Nomor 1
Tahun 2019
S5 | COUNS-EDU: 25483498 | Indonesian Reakreditasi naik
The Counselor peringkat dari
International Association (IKI) peringkat 3 ke 2
Journal of mulai Volume 4,
Counseling and Nomor 1 Tahun
Education 2019
6 | Fikrah: Jurnal 24769649 | Prodi Ilmu Agidah | Reakreditasi naik
IImu Agidah dan Filsafat Islam | peringkat dari
dan Studi Fakultas peringkat 3 ke 2
Keagamaan Ushuluddin IAIN mulai Volume 6
Kudus Nomor 2 Tahun
2018
7 | IJCSAM 24775401 | Jurusan Reakreditasi naik
(International Matematika peringkat dari
Journal of FMIPA-Institut peringkat 4 ke 2
Computing Teknologi Sepuluh | mulai Volume 5
Science and Nopember Nomor 1 Tahun
Applied 2019
Mathematics)
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18 | Jurnal 23380772 | Fakultas Reakreditasi
Kedokteran Kedokteran tetap di peringkat
Brawijaya Universitas 2 mulai Volume

Brawijaya 30 Nomor 3
Tahun 2019

19 | Jurnal 23376880 | Indonesian Reakreditasi naik
Konseling dan Institute for peringkat dari
Pendidikan Counseling, peringkat 3 ke 2

Education and mulai Volume 7
Therapy (IICET) Nomor 1 Tahun
2019

20 | Jurnal 25800191 | Poltekkes Reakreditasi naik
Teknologi Kemenkes peringkat dari
Laboratorium Yogyakarta peringkat 4 ke 2

mulai Volume 8
Nomor 1 Tahun
2019
21 | JWP (Jurnal 25492969 | FISIP Universitas Reakreditasi naik
Wacana Politik) Padjadjaran peringkat dari
peringkat 4 ke 2
mulai Volume 3
Nomor 2 Tahun
2018
22 | Law Reform 25808508 | Program Studi Reakreditasi naik
Magister [lmu peringkat dari
Hukum Fakultas peringkat 3 ke 2
Hukum Universitas | mulai Volume 15
Diponegoro Nomor 1 Tahun
2019

23 | MNJ - Malang 24425001 | Program Studi Reakreditasi naik
Neurology Pendidikan Dokter | peringkat dari
Journal Spesialis I peringkat 3 ke 2

Neurologi Fakultas | mulai Volume 5
Kedokteran - Nomor 2 Tahun
Universitas 2019

Brawijaya

24 | Persona: Jurnal 26155168 | Fakultas Psikologi | Reakreditasi naik
Psikologi Universitas 17 peringkat dari
Indonesia Agustus 1945 peringkat 4 ke 2

Surabaya mulai Volume 8
Nomor 1 Tahun
2019

25 | Psikis : Jurnal 25496468 | Program Studi Reakreditasi naik

Psikologi Islami Psikologi Islam peringkat dari
Fakultas Psikologi | peringkat 3 ke 2
Universitas Islam mulai Volume 5
Negeri Raden Nomor 1 Tahun
Fatah Palembang 2019

26 | The Indonesian | 2302822X | Research Center Usulan baru
Accounting and Community mulai Volume 7
Review Services (PPPM) Nomor 1 Tahun

STIE Perbanas 2017
Surabaya

27 | The Indonesian 26551748 | Ikatan Akuntan Usulan baru
Journal of Indonesia- mulai Volume 20
Accounting Kompartemen Nomor 2 Tahun

Research

Akuntan Pendidik

2017
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year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around

the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies. LAW REFORM has been indexed
in DOAJ (https://doaj.org/toc/2580-8508?
source=%7B%22query%22%3A%7B%2 2filtered%22%3A%7B%2 2filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B
%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221858-4810%22%2C%222580-

2%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22si2e%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D)

, GOOGLE SCHOLAR (https://scholar.google.co.id/citations?user=CaHI-vgAAAAJ &hl=id) , GARUDA
(https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/1277)_,SINTA (https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=1990) -2, CROSSREF
(https://search.crossref.org/?2q=2580-8508)_ , DIMENSIONS (https://app.dimensions.ai/discover/publication?

search.net/Search/Results?lookfor=dccoll% 3 Aftundipojs+url%3Alawreform &refid=dclink)._.

Article downloads and abstract views
From 2017 to 2022

Journal coverage: authors' countries

Total 425 authors from 4 countries

TND7b5PoFAaEMj/view?usp=sharing)

&

MENDELEY

(https://www.mendeley.com/search/),

turnitin
(https://www.turnitin.com/)

Journal Content
Search

Search Scope
All v

[searcr

Browse
e By lIssue

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lav

Y
o _ target: 313k _ _ _
5 -
2 240k 300k 2
£ =
=]
P4 _ g 93k ] | _
: : @
A% 9O O AN N
NSNSt
DA D AR D +
Total views -@- Views =¢- Downloads -
(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/stats) ()
Visitor map
Article abstract views (total: 583394)
+

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/stats)

Recent articles (#tabRecent) Most cited articles (#tabCited) Contact (#tabContact)

Vol 18, No 1 (2022)

The Fulfillment of Rights to Citizenship for Migrant Worker
Deportees in Nunukan District

e By Author

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44655)

(https://eiournaLundip.ac.id/index.nhD/lav8 Muh. Afif Mahfud, Kadek Cahya Susila Wibawa, Lita Tyesta ALW,

« ByTitle

Retno Saraswati

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lay | Citations | 2 {(https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/Ir.v18i1.44655?

e Other Journals

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ind

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: EN (#)_| DOI: 10.14710/lr.v18i1.44655

o Categories

(https://doi.org/10.14710/1r.v18i1.44655)

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories)

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44


https://drive.google.com/file/d/1pnmDBaIjM7PZemgEb-TND7b5PoFAaEMj/view?usp=sharing
https://www.mendeley.com/search/
https://www.turnitin.com/
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/issue/archive
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/search/authors
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/search/titles
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/issue/current
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/issue/archive
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/about/submissions
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180426753&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1489473633&1&&
https://doaj.org/toc/2580-8508?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221858-4810%22%2C%222580-8508%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D
https://scholar.google.co.id/citations?user=CaHI-vgAAAAJ&hl=id
https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/1277
https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=1990
https://search.crossref.org/?q=2580-8508
https://app.dimensions.ai/discover/publication?or_facet_journal=jour.1298283&and_facet_journal=jour.1298283&and_facet_source_title=jour.1298283
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=dccoll%3Aftundipojs+url%3Alawreform&refid=dclink
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44655
https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44655
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44655/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/stats
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index
http://www.naturalearthdata.com/
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/stats
http://www.naturalearthdata.com/
https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/lr.v18i1.44655?domain=https://ejournal.undip.ac.id

sms kil Bt Bt s

o B e B

ACCREDITATION CERTIFICATE

User

Username
Password

() Remember me

[Login

|7r£nquJrr£

(https://drive.google.com/file/d/1pnm

FRODI MAGISTER ILMU HUEKUM
FPAKULTAS HUEUM UNDIF

Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index)_/ About the Journal

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/about) / Editorial Team

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/about/editorialTeam)

Editorial Team

People > Editorial Team (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/about/editorialTeam)

Peer Reviewers (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/about/displayMembership/4(

Editor in Chief

Kholis Roisah (ScopusID: 57195838129 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
M authorld=57195838129) )
i Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Associate Editors

Amalia Diamantina (ScopusID: 57203358074 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorld=57203358074)))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
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_(http://orcid.org/0000-0002-7562-7137) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Indonesia

i Irma Cahyaningtyas (ScopuslD: 57203358041 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
A authorld=57203358041))
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Kartika Widya Utama (ScopusID: 57218895864 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorld=57218895864).)
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Mokhamad Khoirul Huda (ScopusID: 57196357415
(http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57196357415) )
_(https://orcid.org/0000-0002-8942-7574) Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah,

Indonesia

Irwansyah Irwansyah (ScopusID: 57207472072 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorld=57207472072) )

_(https://orcid.org/0000-0002-8105-817X)_Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
Indonesia

Nurul Barizah (ScopusID: 57214672654 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorld=57214672654) )

_(https://orcid.org/0000-0003-1892-9187) Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Indonesia

R Retno Saraswati (ScopusID: 57200726606 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorld=57200726606) )
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Joko Setiyono (ScopusID: 55863922000 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?
: authorld=55863922000)))
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
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Revealing The Relation between Global Capitalism and Television Industry

Aditya Yuli Sulistyawan®, Eka Padmahantara Antonius
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
“adityayulisulistyawa®@lecturer.undip.ac.id

ABSTRACT

The television industry is a broadcasting industry that requires much higher investment than other media. This
is due to the need to provide broadcasting infrastructure, television technology that continues to grow, and
because of the funding needs of the program. This need will become even bigger in line with increasing
competition. The implication of these conditions is the creation of entry-barriers for independent investors with
limited capital so that more likely to enter the market are large investors who have networks with broader
business systems, which are very likely to initially be engaged in core businesses that are not related to the
media. This paper is intended to reveal the relationship between global capitalism in the television industry
which is increasingly troubling at the moment. The problem raised is how is the relation between the interests
of global capitalism in the television industry in Indonesia? Such ownership patterns ultimately have an impact
on broadcast content. Commercial television stations cannot be expected to present content that challenges
policies that benefit large capital owners while harming labor interests. Thus, the tendency of the media to only
present content that is not critical of capitalism cannot by itself be read as the fruit of the orders of the owners
of capital or because of the ideology of media workers who are indeed pro-capitalism.

Keywords: Capitalism; Industry; Television.
ABSTRAK

Industri televisi adalah industri penyiaran yang membutuhkan investasi jauh lebih tinggi daripada media lain.
Hal ini dikarenakan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur penyiaran, teknologi pertelevisian yang terus
berkembang, maupun karena kebutuhan pembiayaan program. Kebutuhan ini akan menjadi semakin
membesar sejalan dengan meningkatnya kompetisi seiring dengan munculnya pemain baru, baik itu di tingkat
lokal maupun nasional. Implikasi dari kondisi tersebut adalah terciptanya entry-barrier bagi pemodal
independen dengan modal terbatas sehingga yang lebih mungkin memasuki pasar hanyalah para pemodal
besar yang memiliki jaringan dengan sistem bisnis lebih luas, yang sangat mungkin semula bergerak dalam
bisnis inti yang tidak terkait dengan media. Paper ini ditujukan untuk mengungkap relasi antara kapitalisme
global dalam industri televisi yang semakin meresahkan saat ini. Permasalahan yang diangkat adalah
bagaimana sesungguhnya relasi antara kepentingan kapitalisme global dalam industri televisi di Indonesia?
Pola kepemilikan yang demikian pada akhirnya berdampak pada isi siaran. Stasiun televisi komersial tidak
dapat diharapkan menyajikan isi yang menggugat kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal besar
seraya merugikan kepentingan buruh. Dengan demikian, kecenderungan media untuk hanya menyajikan
muatan yang tidak kritis terhadap kapitalisme tidak dengan sendirinya dapat dibaca sebagai buah dari
perintah pemilik modal atau karena ideologi para pekerja media yang memang pro-kapitalisme.

Kata Kunci: Kapitalisme; Industri; Televisi.
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Reformulating The Concept of State Principles Based on Ideological and Technocratic
Strategic as A Sustainable Development Direction

Bagus Oktafian Abrianto™, Farid Ibrahim2, & Xavier Nugraha3
13Faculty of Law, Universitas Airlangga
2Faculty of Law, Universitas Diponegoro
‘bagusoa@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

National development planning model with its long-term time dimension in Indonesia is carried out with the
National Long-Term Development Plan (RPJPN) which replaces the Planned Overall National Development
(PNSB) and the General Outlines of the Principles of the State (GBHN). Based on the analysis of the data
obtained, it can be seen that since 2004 the use of the RPJN has turned out to cause fluctuating dynamics in
the existing development outcomes. The occurred changes resulted in inconsistencies in the direction of
development when there was a change of state development actors such as President, Governor, Regent/
Mayor, and other state institutions. The reason for this is that there is no permanent structure that can be used
as a reference for a long-term development program that will be carried out by the managing state institutions,
particularly the government. Based on this, the aim of this study was to create a form of reformulation of the
principles of the state. This research was a normative research with a statutory, historical and conceptual
approaches. To answer this problem, the idea of the state principles was born which departed from combining
the advantages of PNSB, GBHN, and RPJPN which were then packaged into a new state principle system,
with ideological principle and technocratic strategy.

Keywords: GBHN; State Principles; PNSB; RPJPN.

ABSTRAK

Model perencanaan pembangunan nasional yang berdimensi waktu jangka panjang di Indonesia, dilakukan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menggantikan Pembangunan
Nasional Semesta Berencana (PNSB) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan analisis
terhadap data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2004 penggunaan RPJN ternyata
menyebabkan terjadinya dinamika fluktuatif pada hasil pembangunan yang ada. Perubahan-perubahan yang
terjadi mengakibatkan inkonsistensi arah pembangunan ketika terjadi pergantian aktor pembangunan negara
yaitu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota maupun lembaga negara lainnya. Alasan yang menjadi
penyebabnya adalah tidak adanya suatu struktur yang tetap dan yang dapat dijadikan rujukan program
pembangunan jangka panjang yang akan dilakukan oleh aktor pengelola lembaga negara khususnya
pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menciptakan bentuk reformulasi dari
haluan negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,
historis dan konseptual. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka lahirlah gagasan haluan negara yang
berangkat dari penggabungan kelebihan-kelebihan PNSB, GBHN, dan RPJPN yang kemudian dikemas
menjadi suatu sistem haluan negara yang baru, dimana memiliki prinsip ideologis dan strategis teknokratis.

Kata Kunci: GBHN; Haluan Negara; PNSB; RPJPN.
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ABSTRACT

The television industry is a broadcasting industry that requires much higher investment than other media. This
is due to the need to provide broadcasting infrastructure, television technology that continues to grow, and
because of the funding needs of the program. This need will become even bigger in line with increasing
competition. The implication of these conditions is the creation of entry-barriers for independent investors with
limited capital so that more likely to enter the market are large investors who have networks with broader
business systems, which are very likely to initially be engaged in core businesses that are not related to the
media. This paper s intended to reveal the relationship between global capitalism in the television industry
which s increasingly troubling at the moment The problem raised is how is the relation between the interests
of global capitalism in the television industry in Indonesia? Such ownership pattems ultimately have an impact
on broadcast content. Commercial television stations cannot be expected to present content that challenges
policies that benefit large capital owners while harming labor interests. Thus, the tendency of the media to only
present content that is not critical of capitalism cannot by itself be read as the fruit of the orders of the owners
of capital or because of the ideology of media workers who are indeed pro-capitalism.

Keywords: Capitalism; Industry; Television.

ABSTRAK

1

Industri televisi adalah industri penyiaran yang gembutuhkan investasi jauh lebih tinggi daripada media lain.
Hal ini dikarenakan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur penyiaran, teknologi pertelevisian yang terus
berkembang, maupun karena kebutuhan pembiayaan program. Kebutuhan ini akan menjadi semakin
membesar sejalan dengarfiheningkatnya kompetisi seiring dengan munculnya pemain baru, baik itu di tingkat
lokal maupun nasional. Implikasi @Bri kondisi tersebut adalah ferciptanya entry-barrier bagi pemodal
independen dengan modal terbatas sehingga yang lebih mungkin memasuki pasar hanyalah para pemodal
besar yang memiliki jaringan dengan sistem bisnis lebih luas, yang sangat mungkin semula bergerak dalam
bisnis inti yang tidak terkait dengan media. Paper ini ditujukan untuk mengungkap relasi antara kapitalisme
global dalam industri televisi yang semakin meresahkan saat ini. Permasalahan yang diangkat adaiah
bagaimana sesungguhnya relasi antara kepentingan kapitalisme global dalai§industri televisi di Indonesia?
Pola kepemilikan yang demikian pada akhimya berdampak pada isi siaran. Stasiun televisi komersial tidak
dapat diharapkan menyajikan isi yang menggugat kebijakar¥ang menguntungkan para pemilik modal besar
seraya merugikan kepentingan buruh. Dengan demikian, kecenderungan media untuk hanya menyajikan
mualan yang tidak kritis t@hadap kapitalisme tidak dengan sendirinya dapat dibaca sebagai buah dar
perintah pemilik modal atau karena ideologi para pekerja media yang memang prokapitalisme.

Kata Kunci: Kapitalisme; Industri; Televisi.
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A. NTRODUCTION

Capitalism, etimologically, is derived from the
ward capital which means equity. In this case, equity
is a means of production such as land/property and
money (Huda, 2016). In the 18th and 19th century,
the term capitalism is narrowly used only for capital
productive. Karl marx had a big contibution in
shaping it into a central concept which is called the
way of production.

According to Marx, capital is a system of
commodity production. Marx with his expertise in
economy stated that the concept of capitalism is a
socio-economy system built to gain profit derived
from the process of production, not from trading,
interest, blackmailing, or stealing directly. The profit,
instead, is derived from organizing the production
mechanism measurably in order to reduce the cost of
production. Profit can also be gained through mode
of production. In the end, the profit gained help create
the power to conform and control labors (Bahari,
2010).

There are some key elements related to
capitalism. The key elements are system, capital,
individual  ownership, process of production,
competition, free market, investment, and profit.
Capitalism tends to involve individual rights and
groups of individuals acting as “legal persons’ or
corporations which trade in capital goods, labors, and
money (Jan, 2010).

Basically, Globalisation was the fruit of
capitalism. Capitalism which began to only operate in

a oountry but then expanded to other countries to
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market a product and to gain profit in order to
accumulate capital. While during colonial era
capitalism colonized in order to search for raw
material and market expansion, in post-colonial era
capitalism operated by utilizing technology advance
and knowledge. Globalization, as the fruit of
capitalism, does not only penetrate economy through
its privatization package, but also invades mass
media.

The order of the advancement shaped and
influenced by globalization is not free from values.
Global system invading communication industry has
affected some aspects. One of the impacts is the
emergence of corporate ideology. Corporate ideology
in contemporary mass media is the accumulation of
capital and profit. Logical consequence of media
capitalism, apart from market expansion and
technology capacity, also involves the expansion and
increasing of the volume of the capital through the
diversification of modern mass media goods and
services.

Karl Marx in some of his criticisms on
capitalism did not talk much about mass media
considering that he lived in the era where mass
media had not developed as a massive business. Not
until the 20t century that theorists using Marx’s idea
(neo-Marxis) focused their attention on commercial
media as the exploitative means of the reproduction
of the ideology of capitalism.

Neo-Marxist thinkers view commercial mass
media as an important means to influence the way
people think and their attitude. Ultimately, this wil
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only strengthen the dominance of the bourgedis and
proletariat. ~ Therefore, commercial mass media
cannot be seen as the power of independence and
autonomy. It is seen as an ideological means used by
investors instead. The content for the media is not
made for the sake of public interest or public need,
but for the sake of the media owners. The media
exist to serve the political and economic interest of
the owners, who are mostly businessmen having
special connection to other corporate economic
interest. Television industry basically has revealed
more of its business side than its broadcast content.
Various tv shows programs which are educative but
have low rating view will definitely defeated by
television shows which is less educative but liked by
the viewers.

The discussion about the economic and
political perspective of media has ever written by
Kamaruddin Hasan and Deddy Satria M. According
to them, the relation among mass media, dominance
groups, and soclety indicates a hegsmonic one.
Hegemony tries to instill obedience by using poltical
leadership and ideclogy. Hegemony is not a
dominance relation using power, but an agreement
relation and consensus instead. For that reason,
mass media can be interpreted as, first: a medium
where ideas or discourse of political and ideological
leadership spread, second: as an arena where
diverse practices of discourse were performed in
order to build consensus with the weakened parties
(Hasan, & Satria M, 2019).
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Meanwhile, in another study on this topic,
Desliana Dwita elaborated that media is a means of
dominance and people hegemony. The process of
hegemony shows the presence of mass spread and
communication activities highly influenced by
economic and political structure of the people
involved. The logical implication is that the reality
created by media is bias and distorted. As a
consequence of monopoly, the ownership of media of
media content is hard to prove, however, there is
concern that potential monopoly of media owners
may threaten freedom of press and consumers’
choice (Dwita, 2014)."

Another study by Chaterine Chaput explained
how and where television media gained its huge
profit from: 'from s incepton, television
programming has operated in ways that challenge
Marx’s general formula of capitalist production, and
yet we can still understand its economic structure
through his labor theory of value. Borrowing its model
from the magazine industry, television sells products
to consumers below cost, but sells its audiences to
advertisers at steep prices in order to gamer an
overall profit” (Chaput, 2011).

Based on the explanation aforementioned, the
author will discuss a problem about how is the
relation among global capitalism interest in television
industry in Indonesia? This question will be discussed
by using political economic approach. The theories
used willﬁe directed to an approach which focuses
more on economic structure than ideological content

of media. This theory reveals that ideological
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dependence on economic power and concerns with
the analysis of ownership structure and work
mechanism in television media industry in Indonesia.

In macro scale, Peter Golding and Graham
Murdock have shown that economic perspective of
media politics can be divided into two types of
paradigms. Those fwo are political economic
perspective in liberal paradigm and political economic
perspective in critical paradigm.

Golding and Murdock said that ciitical political
economic perspectives different from main school in
economics in terms of holisms, balance between
capitalist business with public intervention and its
relation with morality problems such as the issue of
justice, equality, and public kindness (Golding, &
Murdock, 2018). Holism in this perspective is one of
some considerations made in context of critical politic
economic perspective. Holism here means showing
that there is relation of mutual influence among
economic organizations and political, social, and
cultural life. The analysis is historical. Morally, it
shows its relation with the issue of public kindness.
Historical aspect in holism of critical political
economic perspective centers on the analysis of
media growth, network expansion and the coverage
of media corporation, commodification, and the role

of the country (Curran & Gumevitch, 1991).

B. DISCUSSION

In the present era of media industry, media
ownership typically is no longer in the hand of
idealistic journalists who build media with nable goal.
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The ownership of media share can be disfributed to a
number of investors who are most likely to have
business in other fields. Media owners typically
establish, buy, or invest their share in media
corporations merely to eam financial gain. In this
context, it is understood that the idea of media as
“the agent of enlightenment” is never taken seriously.

In addition, television stations are a media
which need much more investment that any other
media because television media need to provide
broadcasting  infrastructures, to  cope  with
continuously developing television technology, and to
fund the program. These need will become bigger as
the increase of competition with the newly raised
players either in local or national scope. The
implication of this condition is the creation of entry-
barrier for independent investors who have limited
fund, so only investors with big amount of fund can
have bigger chance to enter the market. Most of
these investors have wide business network whose
initial core business is most probably not related to
media whatsoever (Armando, 2016).

This ownership pattern in the end will affect the
content of the broadcast. Commercial television
stations cannot be expected to broadcast programs
against policies which benefit big investors and at the
same time harm labors interest. Therefore, the
tendency of media to only broadcast contents which
are not critical to capitalism is not automatically seen
as the order of the investors, or because the ideolagy
of media workers really is pro-capitalism. When

watching television programs, we must understand
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that cumrent development of television has followed
economic order; prioritizing individualization and
demand. Here, television has become a real example
of how powerful the role of political offer
(Sanityastuti, 2007). From this perspecfive, the birth
of many television stations which ,in the end, merely
become business opportunity for media businessmen
is the analogy of living creatures which fight for
sources of life : namely, capital/modal ( for example
income from advertisement), types of content and
types of target audience (Wibawa, Afifi, & Prabowo,
2010)

According to Smythe, media content emerges
because for media managers, audiences are
commodity which must be sold to the advertiser. The
relation among mass media, advertisers, and
audiences in a commercial media system is unique.
Basically, as a mutfual relation, audiences are
commodity while mass media are producers, and
advertisers are buyers. In order to grow happily,
mass media must be able to persuade advertisers to
promote their products in their media, and for that
reason, media must be able to sell the image that the
programs they broadcast are the right means for
advertisers to speak to their potential buyers
(Smythe, 1977).

In economic term, the members of audiences
are non-durable product of media producers which is
bought and used to market advertisers’ products.
(Smythe, 1977). According Smythe, members of
audiences basically work for advertisers by learning

fo buy certain brands of consumer goods and by
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spending their income according to what they have
leamned.

In this case, inevitably, commercial television
stations will be dominated by programs with high
entertaining value targeted to middle class citizens
without demanding for a better structure. It is even
can be said that commercial television stations serve
as drugs to lull its viewers so that they forget the fact
that the structure of politics and economics is not
equal and exploitative.

Media directly or indirectly influence the life of
their audiences. The theory of Media Ecology
believes that media change perception and control
people’s life. MsLuhan stated that media are strang
enough to influence our perception of the world. He
proved his point by showing how many people
unconsciously are manipulated by television. Our
attitude and life influenced directly by what we see on
television, and our belief system can also be
influenced negatively by television (Andung, Sjuhro,
Liliweri, & Hadisiwi, 2018).

Another factor contrbuting to the uncritical
media is media routine. Media routine is where media
applied patterns of organization considered ideal that
has been proven successful. In case of Indonesia,
for example, those who build a commercial television
station will be able to use module of private television
development which
those who

refers to settled patterns
developed by initially ~ developed
commercial system. As for example, commercial
system in America teaches that the most reasonable

funding pattern is that each program is funded by
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advertisement attached in between the broadcasting
hour of the program. For this reason, television
programs are divided into some segments with short
duration and some dramatization climex (Amando,
2016).In this case, it is understandable that private
television programs must be directed to a formula
that attraﬁ viewers to sit in front of certain television
channel for a quite long period of time, without
changing the channel to another channel during the
programs or during advertisements break. Serious
programs such as discussion about public issues will
finally modified into a debate show which is
characterized with “limited discusson of the
background, less risk, and political marginalization.
Even a program talking about mass poverty must be
presented as attractive, dense, and brief as possible,
without associating the poverty to its structural
causes.

It is can be said that current media businesses
merely act as general businesses that run without
paying attention to the content they make. This
content is in fact an important value for people’s life.
As people power, the urgency of media is as
watchdog of the government or @ means of social
control (Toni, 2016).

However, Edward Hemman argued that the
presence of commercial television stations will only
bring a series of negative externalities. One of them
is plutocratization of politics or tendency to the
narrowing of political power only to elite groups who
are quite rich to fund for campaign through media
(Herman, 2012). In commercial television system,
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campaign through television media is not free at all
so that only those who are rich or those who are
willing to serve the interest of the rich can spend
huge amount of money to advertise on television.
This will in turn make their candidate have more
chances to win. In this case, winning in election is no
longer determined by planed programs of a
candidate, but by how the figure of the candidate is
shaped and marketed through commercial
advertisement.

In global capitalism mechanism, mass media
have an important role as a means which is needed
in the process of capital accumulation of west
industrialists, particularly developed countries which
have interest in promoting and then marketing their
goods to developing countries. This is in accordance
with what Schiller said as ‘the internationalization of
commercial broadcast” as an effort to support the
establishing of global capitalism system which
involves the interest of USA businessmen, military,
and investors (Armando, 2016).

In Schiller's argument, all effort to promote
ideas about the freedom of information flow
characterized by the acquisition of management
broadcast frequency to private party is the form of
implied blending of capitalism led by American
investors.  Commercial television will become a
means needed by the producers of consumer goods
in order to reach the audience world. Through free-
value entertaining means, giant corporations can
influence people’s life style, values, and norms

around the world. This in turn will benefit the
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corporations to market their products considering that
most of the corporations are centered in developed
countrigs.

Jean Baudrillard mengatakan, dunia televisi
adalah dunia yang sarat pencitraan, yakni realitas
sosial senantiasa dimainkan dalam sebuah ruang
pencitraan.  Karena itu, ftelevisi seringkali
menggambarkan realitas sosial melebihi realitas
yang sebenamya Jean Baudrillard said that the world
of television is a world full of imaging, which means
that social reality is manipulated through imaging.
Thus, most of the time televisions present social
reality which is way beyond the real situation
(Soedarsono, 2011-2012). By doing this, the products
offered by the corporations will look very attractive to
television viewers, thus making them become more
consumptive.

Communication sector, in this case television
industry, is on vital position in the world economy
considering that the economic value gained by
producers of cultural products can be much higher
that electronic or motor vehicle products which were
a great profitable business in the past. On the other
hand, cultural products are very profitable because of
the factor of economic scale.

Mainly also because of this economy value, in
advanced-stage capitalism, spatialisation process
runs. Vincet Mosco in his book (Political Economy
% Communication) explained that Spatialisation is
“The process of overcoming the constrints of
space and time in social life Mosce explained 4

important issues in spatialisation consisting of
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Communication and Concentration: Space as
Institutional  Extension, State, Globalization, dan
Nationalism, Localism, and Socialism (Adila, 2011).
It can be understood here that the process is an effort
to make easy the significance of spatial distance as
an obstacle for capital expansion.

In this capital expansion movement, investors
extend organizational activities geographically and
institutionally, in the form of horizontal and vertical
integration (Gomery, 1989). In horizontal integration,
corporations control additional units in each stage of
the same production. As for example, a system which
is horizontally integrated covers the possession of a
number of media infrastructures at once such as the
production of television programs, music recording,
book publishing, film studics, cinemas, magazines,
and so forth.
contral units in various different stages. For television

In vertical integration, corporations

industry, a system which is vertically integrated
covers program production, its distribution, and final
presentation.

The various integrations are achieved through
the general mechanism of merger and acquisition,
either in @ country or across countries. One of its

is how Robert Murdoch ( a
from  Australia)

early examples
businessman succeeded in
developing the fourth national television network (Fox
Netwark) in USA, after for about 35 years, there had
been a lot of people believing that there would only
be 3 national television networks —CBS, NBC, ABC-

that can sustained in the country.
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Murdock’s success can be realized because
He has either studios producing programs (Twentieth
Century Fox) or main outlets in the core television
stations. In this process, Murdock bought not only
Twentieth Century Fox giant studio, but also built Fox
television station network, had a book publisher
called Harper&Row, Premiere magazine, and TV
Guide. By having various units in different stages,
Fox can take advantage each strength generated
from the integration of those various sources in order
to reduce the cost of purchasing and transaction
(Armando, 2016).

The tendency of the integration, in tum, will not
stop in countries borders. Considering that global
market has become more and more vital, it can be
imagined that giant transnational media corporates
also have interest to own outlets in countries such
Indonesia. Therefore, in intemational communication
structure, giant transnational media corporations do
not only expand in term of its institutional scale, but
also expand geographically.

In the next stage, the existence of commercial
television industry has opened the market for
imported television programs from entertainment
industry. According to Hoskins, there are certain
conditions contributing to this. First is the cheap
price of USA television programs compared to the
cost spent by television stations to produce programs
by themselves or to buy from local producers. The
second is stocks from American television programs
which is reliable and always available so that the
stations do not need to worry with the difficulty to
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continucusly fill in the broadcasting hours. The third
is the stocks provided by the center of entertainment
industry have relatively consistent quality which fulfills
the standard of middle class society preferences
(Hoskins, 1989).

One of the main examples is a program such
as “Indonesian Idol" which was very popular in
The economic benefit

Indonesia. gained by

transnational communication industries and the
privatization of television will bring a series of
externalities in broadcasting economic structure in
related countries. The economic structure built will
inevitably give wider space for the expansion of
transnational corporations and the blending of the
country into global capitalism system.

As a matter of fact, it must be admitted that
besides strong economic aspect which strongly
dominates the focus of television business resulting
in consumptive behavior, the impacts generated from
television broadcast is pretty conceming for its
audiences. For teenagers, watching television can
potentially increase violent and aggressive behavior,
sexual behavior and belief, seli-image, drugs abused,
consumptive behavior towards food with high sugar
level, obesity, conflicts with parents about buying the
products advertised, and the initial behavior of
smoking (Sitorus, 2014). From the impacts caused
by television media business, either from economy or
the other aspects, we should reconsider the principle
of television. The principle of television is present as
the dominance of

historical realism showing

economic interest from certain groups of investors.




Law Reform
Volume 16, Nomor 1, Tahun 2020

Television has also shown inequality accepted
factually. This sort of inequality occurs in the form of
consumptive way of life which makes the poor
become poorer and the rich become richer.
Furthermore, social reality wil be formed virtually
through  televisions  programs accepted as
correctness by its audiences then in turn will be held

as a way of living or lifestyle.

C. CONCLUSTON

The birth of television industry in a country
directly or indirectly will affect media economic
structure in certain ways. First, the structure of
broadcast economy built is oligopolistic, in that a
number of big scaled corporations which are possible
near the center of power confrol the markets. The
second, the structure aligns with global economic
structure in broadcasting industry, in that there are a
number of giant transnational corporations controlling
global information.

Therefore, the presence of commercial
television stations does not only provide markets
needed by transnational entertainment industry.
These transnational entertainment industries will
continuously distribute their products every day
nonstop. They also give chances for those
corporations to multiply their potential profit by
investing in the fast growing media industry.
However, they also give all transnational corporate
economy a means to persuade the citizen of the
waorld to consume the products they made.
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